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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dirumuskan 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pengadaan barang dan jasa oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Belu dalam prosedur Perencanaan belum memenuhi prinsip 

efisien dan efektif karena mekanisme birokrasi dalam pengadaan barang 

dan jasa di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten 

Belu yang cukup panjang dan rumit sehingga kebutuhan akan pengadaan 

barang dan jasa terhambat. 

2. Kucuran dana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Pemerintah 

Pusat) untuk pengadaan barang dan jasa yang bersifat konstruksi yang 

terealisasi pada akhir tahun anggaran ditolak oleh Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Belu dengan alasan tidak efektif dalam 

pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. 

3. Pengadaan barang dan jasa oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Belu dalam prosedur pelelangan dan prosedur pelaksanaan 

proyek telah memenuhi prinsip terbuka dan kompetitif, prinsip transparan, 

dan prinsip adil dan wajar yang dilihat dari terbukanya kesempatan kepada 

semua perusahaan penyedia untuk mendaftarkan perusahaannya serta 

dilakukan pemeriksaan kelayakan berkas, persyaratan teknis, dan 

perangkingan nilai  
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4. penawaran untuk menetapkan dan mengumumkan pemenang tender. 

5. Pengadaan barang dan jasa oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Belu dalam prosedur hasil pengadaan barang dan jasa bahwa 

pelaporan dan audit keuangan telah memenuhi prinsip akuntabel yang 

dilihat dari adanya laporan dari Konsultan Pengawasan terhadap kemajuan 

pengadaan barang dan jasa serta adanya pemeriksaan Kelompok Kerja 

(POKJA) terhadap hasil pengadaan barang dan jasa serta keterlibatan 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), BPK, Inspektorat 

Daerah, dan Bagian Hukum dalam memeriksa administrasi pengadaan 

barang dan jasa serta administrasi keuangan. 

6.2 Saran 

Saran yang diajukan merupakan jalan keluar yang diberikan oleh 

peneliti untuk mengatasi sejumlah kesulitan atau permasalahan yang dihadapi 

oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belu dalam 

pengadaan barang dan jasa, yakni : 

1. Untuk mengatasi inefisiensi dan inefektivitas pengadaan barang dan jasa 

dalam proses perencanaan sebagai akibat mekanisme birokrasi dalam 

pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemerintah Daerah yang cukup 

panjang dan rumit dengan ini direkomendasikan kepada Pemerintah 

Kabupaten Belu yang diwakili pihak Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah (BPBD) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belu untuk 

melaksanakan rapat teknis perencanaan sebelum adanya rapat paripurna 

DPRD dalam penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). 
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2. Untuk mengatasi kelemahan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu dalam  

mengalokasikan dana partisipasi sebesar 10% dari total nilai proyek yang 

direncanakan untuk pengadaan barang dan jasa dengan sumber dana dari 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), direkomendasikan 

kepada Pemerintah Kabupaten Belu dan DPRD Kabupaten Belu untuk 

menggunakan Dana Cadangan Pemerintah Daerah sebagai sumber alokasi 

dana partisipasi. 

3. Untuk mengatasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh perusahaan 

penyedia (pihak ketiga) yang tidak dapat diselesaikan sesuai waktu dalam 

dokumen kontrak yang berkonsekuensi pada perubahan dokumen untuk 

memperpanjang waktu pengadaan direkomendasikan kepada Bagian 

Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Kabupaten Belu untuk mempercepat 

proses pelelangan proyek serta melaksanakan pemantauan pelaksanaan 

proyek secara tertib. 

4. Untuk mengatasi keterlambatan kucuran dana dari Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana (Pemerintah Pusat) untuk pengadaan barang dan 

jasa yang bersifat konstruksi, direkomendasikan kepada pihak Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Belu untuk 

mengajukan usulan proposal pada awal tahun anggaran berjalan sehingga 

kucuran dana  

5. dapat dipercepat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). 
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